
BUPATISUKAMARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

[ SALINAN J 

PEMBERLAKUAN TANDA BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 
BERUPA KARTU UJI DAN TANDA UJI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKAMARA, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan 
Darat Nomor : 2874/ AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman 
Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Nomor : 2922/ AJ.402/DRJD/2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan 
Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman 
Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, serta Surat 
Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
SE.l/AJ/502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan 
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, 
Tanda Uji, dan Tanda Sam.ping Kendaraan Bermotor menjadi 
Kartu Uji dan Tanda Uji, telah diatur ketentuan terkait 
penggunaan bukti lulus uji berkala dari semula berupa Buku 
Uji, Tanda Uji, dan Tanda Sam.ping Kendaraan Bermotor 
berubah menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemberlakuan Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Kartu Uji 
dan Tanda Uji; 

1. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4318); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 531 7); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe 
Kendaraan Bermotor (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 517); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2019 ten tang 
Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 911); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN TANDA BUKTI 
LULUS UJI BERKALA BERUPA TANDA UJI DAN KARTU UJI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukamara. 
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara. 
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan 

atau memeriksa bagian bagian atau komponen kendaraan 
bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka 
pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. 

6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh 
peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya 
digunakan untuk pengangkutan orang dan/ atau barang di jalan 
dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel. 

7. Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan ditunjuk 
untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan menanda 
tangani hasil pemeriksaan dengan status Aparatur Sipil Negara 
baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja. 
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8. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang 
seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang 
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 

9. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh 
kendaraan bermotor penariknya. 

10. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan perneriksaan kendaraan 
wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik. 

11. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti 
lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda 
Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah 
lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan 
bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan 
Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti 
lulus uji berkala kendaraan bermotor. 

BABII 
PEMBERLAKUAN BUKTI LULUS UJI BERKALA ELEKTRONIK 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan atas penggunaan 
Bukti Lulus Uji Berkala berupa Buku Uji menjadi Bukti Lulus Uji 
Berkala Kendaraan Bermotor. 

BAB Ill 
BUKTI LULUS UJI 

Pasal3 

(1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus 
pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala 
Kendaraan Bermotor. 

(2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan 
Tanda Uji. 

(3) Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

Pasal4 

( 1) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri dari : 
a. Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card); dan 
b. Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman. 

(2) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) 
merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa 
stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram 
dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman. 
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BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 12 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

ttd 

SUTRISNO 

Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 12 April 2021 
BUPATI SUK.AMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 

DERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 10 
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YANTO,SH 
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